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KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- ggg /JA/6/1992

TENTANG :

PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSI
TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLTK INDONESTA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian,
kemampuan tehnis profesional dan Disiplin Nasional
para Jaksa dan dalam rangka untuk membentuk aparal
penegak hukum yang handal dan Lerpercaya Lerulama
dalam memberantas tindak pidana korupsi dipandang
perlu menyelenggarakan Penataran Jaksa Khusus
Korupsi Tahun 1992/1993, yang diftkuli oleh pnren
Jaksa yang memenuhi persyaratan unluk mengikul i
penataran tersebut.

Mengingat ¢t 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 LenlLang
Ke jaksaan Republik Indonesia;

AR Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Dalftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik
Indonesia Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

Menelapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLTK TNDONESTA TENTANG
PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSL 'TAHUN 199271993

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.
1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, di Jakarta.
2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Ke jaksaan Agung Republik Indone-
sia.

KEDUA : Peserta Penataran

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada



KET1GA

KEEMPAT

KEELIMA

KEENAM

KETUJUII

Kejaksaan  Agung lepublik Tndonesia, Rejnksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri sceluruh Indoncsia.

2. Jumlah peserla penalaran adalah 30 (Liga puluh)
orang yang rincian pama-namanya akan dilentukan
oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Tujuan Penalaran

Meningkatkan Inlegrilas Kepribadian, Kemampuan
Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional schingga
diharapkan para pecjabat Kejaksaan lebih  berkemam-
puan dalam melaksanakan tugas pemberantasan t.indak
pidana korupsi, Lugas penegakan hukum, pembangunan
dan missi. keadilan yang dilandasi dengan semangal
pengabdian yang tinggi.

Kurikulum dan Para Pengajar

1. Jumlah kurikulum/mata relajaran dan para penga-
Jar/Widyaiswara scporli tercanbum dalam Lampir -
an I. :

2. Jumlah jam seluruhnya 240 Jam @ 40 menilt  unluk
scliap mala pelajaran.

Jangka Waktu Penalaran.

1. Penataran dilaksanalkan sclama 1 (salu} bulan
dan para pescrto diwajibkan masuk asrama,

2. Pcnataran dimulai pada Langgal 8 Juni 1992 dan
akan dilulup pada Langgal 7 Juli 1992.

3. Pelajaran diberikan pada sctiap hari  kerja
ragi, siang dan malam hari.

1. Pedoman kegiatan schari-hari tercantum dalam
Lampiran IT. '

Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap sctiap.
reserta  dilakukan pengamatan untuk penilaian
presbasi Lenlang ilmu pengelahuan, keloerampilan
dan sikap yang cara-caranya dialur dalam
ketentuan tersendird.

2. RKepada mercka yang telah seclesai mengikut i
penataran diberikan Sural Tanda Tawmal mengikut i
Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang ditandata-
ngani oleh Kepala Pusal Pendidikan dan Pelal ih-
an Kejaksaan Agung R.I.

Pembiayaan
Biaya penyelcenggaraan penabtaran ini dibebankan

seluruhnya kepada anggaran Daftar IsTan Proyck
(pTP) Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kejaksaan ,Tahun



KEDELAPAN

KESEMBILAN

1992/1993 Nomor : 029/Vr/3/1992 Langpal 14 Marel
1992 scperti teccantum dalam Peltunjuk Opcrasional
pada Lampiran I17T.

Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusal Pendidikan dan Pelalihan berhanggung
Jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas
prenyclenggarann Penabaran Jalksa Khusus Korupsi
Tahun 1992/1993.

Penutuy D.

1. Hal-hal Yang belum dialLyr dalam Kepulusan ini
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusgat
Pendidikan dan Pelatihan,

2. Kepulusan Cini mulaj berlaku sejak Langgal
ditetapkan dengan kelenbuan apabila “dikemudinan
hari Lerdapnl. kekel | runn, maka  akan frdnknn
Pecbaikan seperlunya,

SALTNAN Kepulusan inj disampaikan kepada .

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nagara,
di Jakarta.

2. Kepala Badan Adminislrasi Kepegawaian Negara,
di Jakarta.

—_—_—

3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta,

1. Kepala Pusat Pendidikan dan prelaliban Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, di Jakarla.

3. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung
Republik Indonesia, di Jakartba, ’

6. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
Republik I'ndonesia, di Jakarla,

7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
8. A r s i P.

PETIKAN Koputbtusan ini  disampnikan kepada yang
bersangkutnan untuk digunakan scbhagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : J akarta
Pada tanggal ‘-6 JFuni 1992,

JAKS ‘GUNG REPUBLFK TNDONESIA,%

N GG T, si




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ‘ KEP~06Q/J.A/6/1992, ——

TANGGAL ! 6 JUNT

l2g2.

KURTKULUM PENATARAN JAKSA KHUSUS KORUPSI

TAHUN 1992 / 1993

L (SATU) BULAN - 240 JAM PELAJARAN

Vi

dalam masalah Pertanahan

NASIONAL.

JUMLAH
NO KURIKULUM DOSEN/WIDYAISWARA JAM PELAJARAN
! 2 3 4
I. KELOMPOK DASAR
I. Etika Profesi Jaksa T.A.RAHMAN, SH, 8
H. MARTIN RAHMAN,
SH.
2. Manajemen Kejaksaan dan Kepemimpinan dalam PUDK H.S50EWARNO, SH. 6
R.M.SIMATUPANG, SH
DRS /M.UATINZ - ALAM
SYAH, SH.
3. Pola Membina Rasa Keadilan H. SOEWARNO,SH 6
/I Dinamika Kelompok H.HARRY MOERDJONO 6
SH. -
MASFAR SAFAR, SH
5. Tata Upacara Militer (TUM) KODAM V / JAYA 4
30
II. KELOMPOK INTI
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang DIREKTUR TINDAK 16
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PIDANA KORUPST
Yurisprudensi. DR.ANDI HAMZAH,
SH.
2. Peranan Pengawasan Fungsional (WASNAL) dalam BPKP ‘ 8
upaya pencegahan dan penindakan Tindak Pida-
na Korupsi. u
3. Pola Penegakan Hukum Perpajakan DITJEN PAJAK 8
4. Kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Korupsi BANK TINDONESIA 8
dalam Perbankan. '
5. Kemungkinan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi: BADAN PERTANAHAN 8



_ LAMPIRAN II : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
/ NOMOR * KEP~Q6Q/J.A/6/1992,

TANGGAL : & JUNI 1992,

JAWAL KLEGLATAN SHIARL-ARI PESERTA PENATARAN JAKSA KIUSUS KORUPS 1
TANIUN 1992 / 1993

SIENIN - KAMLS

05.00 . ¢ Bangun pagi
E 05.00 - 05.30 : Sembahyung
05.30 - 06.00 ! ¢ Senam Kesegarah Jasmani
: 06.00 - 06.30 ! Persiapan
06.30 - 07.00 ! Makan pagi
07.00 - 07.30 : Apel mulai belajar
07.30 - 08,10 soJam Pelajaran |1
08.10 - 08.50 : Jam Pelajaran 11
= 08.50 - 09,30 + Jum Pelajaran 11]
09.30 - 10.10 : Jam Pelajaran 1V
10.10 - 10,30 ¢ ls tinr ahane
10:30 - 11.10 » Jam Pelajaran v
11.10 - 11,50 . : Jam Pelajaran VI
11.50 - 12.30 ¢ Jam Pelajaran V11
12.30 - 13.30 : Makan siang
13.30 - 15.30 SIS I a et
15.30 - 16.10 ¢ Jam Pelajaran VI11
16.10 - 16.50 :Jam Pelajaran 1X
16,50 - 17.30 : Jam Pelajaran X
18.30 - 19,30 ¢ Makan malam
19.30 - 20.10 : Jam Pelajaran X1
20.10 - 20.50 + Jam Pelajaran XII
21.00 s tApel malam
JUM'AT - SABTU
a. Jum'at + Jam pelajaran pagi - siang dari 07.30 sampai jam 11,10 WIB

Sore - malam seperti biasa.
b. Rabu ; Sabtu : Jam pelajaran pagi - siang dan sore sampai jam 17.30 WIB.




6. Pola Operasi Penanganan Perkara Tindak <
Pidana Korupsi, meliputi : - DIREKTUR TINDAK 80
: PIDANA KORUPSI.
a. Tehnik Penyelldikan. - M.1.S1LABAN, SI
. b. Tehnik Penyidikan. - §.T.PULUNGAN, SH
c. Tehnik dan Fungsi Pemaparan - M.SAUBARI, SH.
Tehnik Pemberkasan
e. Penyusunan Dakwaan dan Tuntutan
Pidana.
f. Kegagalan Tuntutan Pidana dan
Upaya Hukum.
ol g. Eksekusi.
s Studi Kasus Tindak Pildana Korupsi - DIREKTUR TINDAK 26
) PIDANA KORUPSI
- M.H.STLABAN, SH
- SOELARSO, SH
8. Studi Lapangan TEAM PENGARAH 20
- i Diskusi Kelompok TEAM PENGARAH 10
10. 5 eminar TEAM PENGARAH 10
194
L. _ KELOMPOK PENUNJANG
s Peranan dan Fungsi Intelijen Yus-
tisial ; DIREKTUR SOSBUD 8
2 White Collar Crime MABLES POLRL 8
16
. IV CERAMAII-CERAMAILL :
’ g JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2 JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS.
S i KAPUSDIRELAT.




